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KEYNOTE SPEECH

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah:

“Regional Marketing sebagai Instrumen Pembangunan Daerah dalam Menghadapi Globalisasi dan Otonomi Daerah”

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG SEBAGAI INSTRUMEN KETERPADUAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA GLOBALISASI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga kita bisa berkumpul  pada acara seminar yang saya anggap  penting ini.  Kegiatan ini saya anggap strategis karena tema seminar ini sangat sesuai dengan situasi dan permasalahan yang sedang kita hadapi, yaitu bagaimana peranan keterpaduan program dalam penataan ruang dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu, momen ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi kami untuk menyampaikan gagasan di hadapan bapak dan ibu dan sekalian civitas academica Universitas Diponegoro dan jajaran Himpunan Mahasiswa Islam Semarang dan alumninya.

I. Pentingnya Keterpaduan pada Era Otonomi Derah dan Globalisasi

UU 22 dan 25 tahun 1999 maupun peraturan pelaksanaannya, antara lain PP 25/2000, pada hakekatnya mengamanatkan bahwa semua urusan telah diletakkan sebagai kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan-urusan yang bersifat lintas wilayah yang perlu ditangani pemerintah pusat. Penguatan ini memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengekspresikan potensi dan keinginan daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan wilayah. Walaupun demikian, masing-masing daerah dimungkinkan untuk mengadakan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.

Kondisi pengembangan wilayah saat ini mencerminkan belum terjadinya keterpaduan antar wilayah dan antar sektor yang digambarkan dengan adanya kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup seperti banjir dan kekeringan, serta konflik-konflik pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan pertambangan. Selain itu, gejala globalisasi merupakan tantangan dan peluang untuk dimanfaatkan.

Kondisi kesenjangan wilayah diperlihatkan oleh sumbangan (share) terhadap PDB Nasional terlihat bahwa Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang hanya sebesar 19% terhadap PDB Nasional, dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 81%. Kondisi ini menunjukkan bahwa  KTI sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). 

Di wilayah Jawa-Bali, yang terjadi adalah kesenjangan pertumbuhan antara bagian Utara dengan  Selatan dimana Kawasan Jawa bagian Utara memberikan kontribusi sebesar 88,63% dari total PDRB Jawa-Bali. Kondisi yang mirip juga terjadi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya dimana terjadi kecenderungan yang sama. 

Dari kenyataan yang diamati, dapat disimpulkan bahwa kawasan-kawasan yang telah maju berusaha mempertahankan tingkat kesejahteraannya, sementara kawasan yang masih relatif tertinggal berusaha maksimal untuk mengejar ketertinggalannya dengan mengutamakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secepat mungkin yang mengabaikan dampaknya bagi daerah lain serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keinginan daerah yang tidak terkendali tersebut justru menimbulkan kompetisi yang tidak sehat dan justru menyebabkan penurunan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari rusaknya ekosistem di beberapa daerah aliran sungai atau satuan wilayah sungai yang mengakibatkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau seperti yang terjadi di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali serta terjadinya fenomena overfishing di Kawasan Laut Selat Malaka sebesar 108% dari potensi lestarinya.

Kerusakan lingkungan di wilayah Jawa ditandai dengan terjadinya alih fungsi lahan basah menjadi fungsi perkotaan seperti industri, permukiman, dan jasa yang mencapai 1 juta ha atau sekitar 50.000 ha/tahun dalam kurun 1979-1999. Di sisi lain, industrialisasi di wilayah Jatim dan Jabar telah mencapai 30%, sementara di Banten dan Jateng mendekati 25%. Konversi yang besar-besaran ini sesungguhnya menjadi ancaman yang nyata bagi ketahanan pangan nasional, dimana wilayah Jawa-Bali justru merupakan lumbung pangan terbesar dengan jumlah produksi sebesar 48% dari produksi nasional.

Kerusakan hutan-hutan pada daerah hulu sungai yang telah dikonversi menyebabkan meluasnya dan meningkatnya dampak bencana banjir dan longsor yang merata terjadi nyaris di seluruh wilayah Pulau Jawa, kecuali DI Yogyakarta. Kerugian yang ditimbulkan tidak ternilai, seperti kerusakan asset-asset sosial ekonomi masyarakat serta gangguan terhadap produktivitas sentra-sentra pangan di Pantura Jawa. Selain itu, terjadi kerusakan 20 SWS kritis dari 22 SWS di wilayah Jawa, yang mengakibatkan terancamnya ketersediaan air baku.
Selain permasalahan kesenjangan dan kerusakan lingkungan, pembangunan wilayah menghadapi peluang dan dampak globalisasi. Globalisasi membawa wilayah-wilayah di Indonesia untuk berkompetisi atau memiliki daya saing secara global. Kinerja ekonomi Indonesia menghadapi pasar global tergambar sebagai berikut:

· Volume ekspor komoditi utama masih dapat ditingkatkan secara lebih berarti (214.18 juta ton tahun 1996 menjadi 272.5 juta ton tahun 2001).

· Ekspor dan impor utama komoditi non migas Indonesia diarahkan terutama ke pasar Asia Pasifik seperti Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, RRC, Taiwan dan Malaysia, dengan pangsa pasar yang tinggi untuk komoditi perkebunan dan perikanan.

· Arus peti kemas diarahkan ke pasar Asia Pasifik pada tahun 1999 mencapai 2.784 ribu TEUs, yang diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 4.582 ribu TEUs pada tahun 2006 dan 6.145 ribu TEUs pada tahun 2011. 

· Belum optimalnya pemanfaatan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur perdagangan ke pasar internasional (diperkirakan angkutan peti kemas yang potensial sekitar 4.000 TEUs ke pasar Eropa, 1.800 TEUs ke pasar Afrika, 4.000 TEUs ke pasar Asia Timur, dan 4.000 TEUs ke pasar Pasifik). 

Beberapa upaya keterpaduan yang telah dilakukan untuk mengatasi kesenjangan, mengurangi dampak kerusakan lingkungan, serta menghadapi globalisasi adalah kesepakatan para Gubernur di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, Papua, Jawa-Bali, dan Nusatenggara untuk menggunakan rencana tata ruang wilayah pulau sebagai acuan bersama dalam penyusunan program di masing-masing propinsi. Penataan ruang wilayah pulau diharapkan dapat menjadi alat koordinasi dan landasan penyiapan program pembangunan lintas sektor (multi-stakeholders) dan lintas wilayah (cross-jurisdiction) dalam wilayah pulau serta bisa menjadi alat perekat seluruh potensi pembangunan di dalam satu kesatuan visi dan misi bersama sebagai upaya untuk menghindari terjadinya disintegrasi wilayah, kesenjangan wilayah, kerusakan lingkungan dan memanfaatkan pasar global.  Rencana tata ruang ini tidak hanya memberikan arahan program pembangunan untuk kepentingan pengembangan daerahnya tetapi sekaligus membantu mensinerjikan potensi antar wilayah dan mengoptimalkan konstribusi pada ekonomi nasional dan tugas-tugas lainnya yang memang menjadi “national concern”. 

II. Penataan Ruang sebagai Landasan Keterpaduan Pembanguan Antar Wilayah dan Antar Sektor

Untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antar sektor dan antar kota-desa, serta kerusakan lingkungan dan mengantisipasi dampak dan peluang globalisasi, diperlukan keterpaduan pengembangan wilayah melalui penataan ruang yang bersifat holistik. RTRWN berupa kebijakan dan RTRW Pulau berupa strategi operasional RTRWN, dalam proses perumusannya telah mengakomodasi secara sinergis berbagai kepentingan sektor yang diwujudkan dalam “Sistem Nasional”. Sistem Nasional ini merupakan kerangka struktur ruang wilayah nasional yang mengikat keterpaduan program lintas wilayah, lintas sektor serta keterpaduan program pusat dan propinsi.

Kebijakan Penataan Ruang Nasional yang berupa Sistem Nasional tersebut mencakup:

a. Pengembangan kawasan prioritas nasional (112 kawasan andalan darat dan 37 kawasan andalan laut, 31 kawasan tertentu dan 9 kawasan perbatasan) dalam upaya mendorong pengembangan sistem produksi komoditi unggulan yang mampu bersaing secara global dan saling komplementer antar daerah (managed competition).

b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan dalam perwujudan sistem kota wilayah, nasional dan internasional/dunia, serta mendukung perwujudan keterkaitan kota dan desa (83 PKN, 128 PKW, 414 PKL).

c. Pengembangan sistem prasarana jaringan transportasi (17 jalan lintas, kereta api, penyeberangan, 17 pelabuhan internasional, 31 pelabuhan nasional, 33 pelabuhan regional dan 18 bandara nasional, 10 bandara regional,  23 bandara lokal) yang saling bersinergis antar daerah dan antar negara.

d. Pengelolaan sumber daya air dalam upaya pengembangan kesatuan sistem Daerah Pengaliran Sungai (90 DPS) dalam prinsip supply-demand air untuk mendukung pengembangan kota-kota dan kawasan andalan

e. Pengelolaan 65 kawasan berfungsi lindung nasional (strategis nasional dan lintas provinsi) dalam upaya mempertahankan dan atau merehabilitasi kawasan lindung melalui kerjasama antar-daerah dan antar negara (kawasan lindung di perbatasan negara).

III. Perwujudan Keterpaduan Program dalam Pembangunan Daerah

Penerapan prinsip regional marketing yang diitikberatkan pada peningkatan kemampuan bersaing dalam menarik investasi (competitiveness) dan mengatasi permasalahan pengelolaan lingkungan harus diwujudkan dalam keterpaduan program pembangunan melalui kawasan andalan dan kawasan tertentu prioritas. Kerangka keterpaduan program dalam pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sinergi pembangunan dan kemanfaatan bersama (complementary benefit) yang mengedepankan kepentingan wilayah atau kawasan yang lebih luas, melebihi batas-batas administrasi. 

Pada kerangka wilayah nasional, keterpaduan diselenggarakan dengan pendekatan penataan ruang wilayah pulau yang merupakan alat optimasi pemanfaatan sumber daya alam dan sarana-prasarana secara kolektif dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah pulau sebagai kesatuan sistem wilayah sehingga meminimalkan potensi konflik yang mungkin terjadi. Karakteristik penataan ruang wilayah pulau didekati secara sistemik tanpa dibatasi oleh batas-batas kewilayahan dan sektor. 

Dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar daerah, tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan wilayah nasional dan pulau, perlu menjabarkan sistem nasional, ke dalam program pembangunannya dalam kesatuan pandang pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungannya. Masing-masing provinsi/kabupaten/kota harus mampu bersaing untuk bersatu dengan memanfaatkan kelebihan dan kekurangan sumberdaya yang dimiliki daerah lain, bukan untuk kepentingan sendiri-sendiri dengan memanfaatkan media atau sarana yang dimiliki. Untuk keefektifan keterpaduan pembangunan antar wilayah, masing-masing provinsi/kabupaten/kota merumuskan program implementasi yang konkrit berupa program-program pembangunan untuk perwujudan sistem nasional tersebut.  Tiap-tiap provinsi/kabupaten/kota harus dapat mewujudkan ruang wilayah yang berkualitas untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antar sektor, melebarnya kesenjangan, dan terjadinya kerusakan lingkungan.

Dalam rangka keterpaduan program pembangunan, ada 4 (empat) prinsip pokok penataan ruang  yang perlu dipertimbangkan, yakni: (a) holistik dan terpadu; (b)  keterpaduan dalam kesatuan ekosistem (hulu dan hilir): (c) keterpaduan penanganan secara lintas sektor dan lintas wilayah (dengan skala propinsi untuk keterpaduan lintas Kabupaten/Kota dan skala pulau untuk keterpaduan lintas propinsi); serta (d) pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan prinsip-prinsip penataan ruang di atas, maka kebijakan pokok penataan ruang dalam rangka keterpaduan program pembangunan daerah meliputi:

a. revitalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk review terhadap RTRW Nasional (PP No.47/1997), RTRW Pulau, serta RTRW kawasan-kawasan strategis nasional, seperti Jabodetabek dan Bopunjur. Revitalisasi dilakukan dengan memfungsikan kembali penataan ruang sejalan dengan paradigma baru, keterbukaan, akuntabel, mengatasi masalah aktual, sekaligus meletakkan landasan penataan ruang ke depan.

b. penyiapan norma, standar, pedoman, prosedur dan manual (NSPM), dalam rangka mendukung kebijakan percepatan otonomi daerah khususnya yang terkait dengan aspek pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (pengelolaan sumber daya alam). 

c. pelaksanaan public awareness campaign dalam rangka peningkatan peranserta masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk melalui upaya sosialisasi dan diseminasi produk-produk pengaturan tata ruang.  

Dalam mengoperasionalkan kebijakan nasional penataan ruang diatas, maka strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat keterpaduan pembangunan daerah dalam era globalisasi dan otonomi daerah perlu memperhatikan faktor-faktor  berikut: 

a. Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah untuk menjamin keterkaitan fungsional berbagai komponen dalam suatu kerangka sistem atau pembangunan nasional yang konsisten dengan rencana tata ruang wilayah-nya.  

b. Pendekatan bottom-up planning yang mengedepankan peranserta masyarakat (participatory planning process) dalam pelaksanaan penataan ruang yang transparan dan accountable agar lebih akomodatif terhadap berbagai inisiatif, masukan, dan aspirasi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan. 

c. Kerjasama antar wilayah, baik antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, antara kawasan hulu dan hilir, maupun kerjasama dengan regional/internasional sehingga tercipta sinergi pembangunan dengan memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah. Untuk itu, perlu difungsikan kembali kelembagaan untuk operasionalisasi dan pengendalian penataan ruang sejalan dengan otonomi daerah yang memperhatikan provinsi, kabupaten, dan kota-kota yang berbatasan. 
- 
Pengembangan Kapet sebagai prime mover khususnya di KTI untuk mencari peluang investasi global dan meningkatkan daya saing.

· Penanganan perbatasan menjadi beranda depan dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan (prosperity) disamping security.

· Meningkatkan kerjasama sub-regional KESR
d. Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen – baik PP, Keppres, maupun Perda - untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya role sharing yang ‘seimbang’ antar unsur-unsur stakeholders. 
IV. Penutup

Para hadirin peserta seminar yang saya hormati, 

Dalam kesempatan ini kami mengajak seluruh hadirin untuk terus mengupayakan pengembangan wilayah yang terpadu sebagai bagian penting dari pengembangan wilayah nasional dan terkoordinasi dengan pendekatan penataan ruang terpadu demi terwujudnya visi pembangunan nasional. Semangat kerjasama lintas wilayah dan lintas sektor perlu terus ditumbuhkembangkan untuk tercapainya hasil-hasil pembangunan yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kerjasama KESR, Kapet. Dalam konteks ini, peran seluruh stakeholder terkait, diantaranya sektor swasta dan masyarakat sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengupayakan terobosan-terobosan dalam pengembangan wilayah yang terpadu, yang menjadi kesatuan dalam setiap program-program pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. 

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan. Semoga Allah SWT memberkahi seluruh upaya-upaya yang tengah kita perjuangkan bersama-sama ini. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 12 Maret 2003

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
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